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Abstract 

The death of the Prophet Muhammad (peace be upon him) essentially marked the end of 

revelation and the finalization of divine guidance for Muslims, as accumulated in the 

Qur'an and the Hadith. However, the complexity of social dynamics and contemporary 

developments demonstrate the need for adaptation and relevance of Islamic law to the 

contemporary context. In this context, the role of Qawā‘id al-Aḥkām (legal principles) 

is a fundamental element in efforts to understand and interpret Islamic law 

comprehensively. The focus of this study is to elaborate on Islamic legal principles and 

their implementation in order to provide innovative, sharia-guided solutions to new 

challenges, as well as to strengthen the philosophical foundation of contemporary 

ijtihad. The research method used is library research in normative legal studies with 

data sources from various books and research articles. The results obtained an 

understanding of Islamic law exists as a guideline for the community with the principles 

of not being burdensome, reducing burdens, being established gradually, paying 

attention to human welfare, and realizing equitable justice. Legal principles are formed 

from the results of ijtihad of scholars including "difficulty can attract ease," 

"emergencies permit something that is forbidden," "everything depends on the intention 

to do it," "harm must be eliminated," and "custom can be a legal benchmark." 
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Abstrak 

Wafatnya Nabi Muhammad saw. secara esensial menandai terminasi pewahyuan dan 

finalisasi petunjuk ilahi bagi umat Islam, yang terakumulasi dalam Al-Qur'an dan 

hadis. Meskipun demikian, kompleksitas dinamika sosial dan perkembangan zaman 

mengindikasikan kebutuhan akan adaptabilitas dan relevansi hukum Islam terhadap 

konteks kontemporer. Dalam konteks ini, peranan Qawā‘id al-Aḥkām (kaidah-kaidah 

hukum) menjadi unsur fundamental dalam upaya memahami dan menginterpretasikan 

hukum Islam secara komprehensif. Fokus masalah kajian adalah menguraikan kaidah-

kaidah hukum Islam dan implementasi kaidah hukum Islam dalam rangka memberikan 

solusi yang inovatif dan terpandu syariah untuk tantangan-tantangan baru, serta 

memperkuat landasan filosofis dalam ijtihad kontemporer. Metode penelitian yang 

digunakan adalah studi kepustakaan atau library research dalam kajian hukum 

normatif dengan sumber data adalah berbagai literatur buku dan artikel penelitian. 

Hasilnya diperoleh pemahaman hukum Islam eksis sebagai pedoman untuk umat 

dengan prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, 

memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Kaidah 

hukum terbentuk atas hasil ijtihad para ulama meliputi “kesukaran itu dapat menarik 

kemudahan”, “keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”, “segala sesuatu 
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bergantung kepada maksud mengerjakannya”, “kemudharatan itu harus dihilangkan”, 

dan “adat dapat menjadi patokan hukum”. 

Kata Kunci: Qawā‘id al-Aḥkām; Hukum Islam Kontemporer; Maqāṣid al-Syarī‘ah 

 

A. Pendahuluan  

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum utama dan fundamental 

dalam Islam, menyediakan kerangka kerja komprehensif yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip universal yang terkandung 

di dalamnya dirancang untuk memberi kemaslahatan (manfaat) dan keadilan bagi 

seluruh alam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas 

kehidupan modern, bermunculan berbagai permasalahan baru yang tidak secara 

eksplisit diuraikan dalam nash (teks), sehingga membutuhkan jawaban hukum yang 

tidak hanya relevan secara kontekstual tetapi juga tetap berakar kuat pada sumber 

primer ajaran Islam (Al-Qardhawi, 2006: 35). 

Dalam konteks inilah, disiplin ilmu filsafat hukum Islam, yang di dalamnya 

termasuk Qawā‘id al-Aḥkām (kaidah-kaidah hukum Islam), memegang peranan 

krusial sebagai landasan epistemologis untuk memahami, menafsirkan, dan 

menetapkan suatu hukum. Qawā‘id al-Aḥkām  ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip 

umum, atau "rumus" dan pola fiqh yang bersifat universal (kulli). Karakteristik 

universal ini memungkinkan kaidah-kaidah tersebut untuk menyelesaikan beragam 

kasus partikular (juz’i) yang serupa di bawah satu payung hukum yang koheren. 

Kaidah-kaidah ini sendiri dikembangkan oleh para ulama terdahulu berdasarkan 

penelusuran mendalam terhadap semangat dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-

syarī‘ah), memastikan konsistensi dalam penalaran hukum (Muhamamd & 

Muhammad, 2009: 1). 

Di era kontemporer, akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan dinamika sosial ekonomi telah menciptakan tantangan hukum yang unik dan 

belum pernah terjadi sebelumnya. Isu-isu ini merentang dari persoalan bioetika 

modern, problematika dalam hukum keluarga, transaksi keuangan syariah yang 

semakin canggih dan beragam, hingga masalah hak asasi manusia serta lingkungan 

dalam konteks bernegara. Menghadapi realitas multi-dimensi ini, peran kaidah 

hukum Islam menjadi semakin vital dan mendesak. Kaidah-kaidah ini tidak hanya 

berfungsi sebagai alat bantu metodologis untuk menjaga konsistensi 
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dalam istinbāṭ (penggalian) hukum, tetapi juga sebagai kerangka acuan yang 

fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas ini esensial untuk memastikan bahwa hukum 

Islam tetap relevan, adaptif, adil, dan senantiasa membawa kemaslahatan 

(maṣlaḥah) bagi umat manusia di setiap waktu dan tempat (ṣāliḥ li kulli zamān wa 

makān) (Hamzawi, 2016: 91). 

Meskipun urgensi dan fungsi strategis Qawā‘id al-Aḥkām  diakui secara 

luas dalam wacana akademik dan praktik hukum, masih terdapat celah penelitian 

yang signifikan. Celah ini terletak pada kajian mendalam mengenai sejauh mana 

kaidah-kaidah tersebut diimplementasikan secara konkret dan sistematis dalam 

menyelesaikan isu-isu kontemporer yang spesifik. 

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Relevansi Qawā‘id al-Aḥkām 

dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer" ini menjadi penting untuk 

mengkaji sejauh mana kaidah-kaidah hukum Islam dapat memberikan solusi yang 

inovatif dan terpandu syariah untuk tantangan-tantangan baru, serta memperkuat 

landasan filosofis dalam ijtihad kontemporer.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau library 

research dengan menggunakan kajian normatif. Studi kepustakaan adalah 

penelitian dengan menganalisis teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer 

khusus pada kajian qawāid al-aḥkām. Sedangkan kajian normatif bermaksud 

memahami makna dan relevansi filosofis serta penerapan praktis dari Qawā‘id al-

Aḥkām dalam konteks kontemporer. Adapun sasaran kajian penelitian ini adalah 

menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis qawā‘id al-aḥkām serta contoh-

contoh penerapannya dalam isu-isu hukum Islam kontemporer. 

 

B. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu kualitatif dengan 

pendekataan literatur review (studi kepustakaan). Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber-sumber seperti buku, artikel 

jurnal, dan informasi yang relevan dengan topik kajian ini. Adapun analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 
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C. Hasil dan Pembahasan 

1. Prinsip Hukum Islam  

Dalam wacana filsafat hukum Islam, Theo Hujaber mengulas topik 

prinsip-prinsip hukum dengan mengatakan: “nilai yang menjadi titik tolak 

berfikir tentang hukum” (Huijbers, 1990: 79). Begitu pula dengan kaidah hukum 

Islam, merupakan nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan 

menjadikan pijakan dalam rumusan-rumusan hukum.  

Prinsip-prinsip hukum dalam Islam meliputi, tidak memberatkan, 

menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan 

manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Tidak 

menyulitkan/memberatkan (‘Adam al-Haraj). Hasbi ash-Shiddieqy 

mengemukakan bahwa di dalam hukum Islam tidak ada dan tidak boleh 

tanggung jawab yang melebihi kemampuan manusia. Dalam perkataan lain, 

semua aturan Allah berada dalam batas-batas kemampuan mukallaf. Dalam nash 

dijelaskan permasalahan ini seperti pada Q.S. al-Baqarah/2: 286, al-Baqarah/2: 

185, An-Nisa/4: 128, al-Maidah/5: 6, Al-Hajj/22: 78, dan hadis diriwayatkan 

Bukhari, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Baihaqi: “Sesungguhnya agama itu 

mudah...”. Olehnya itu, syariat Islam memberikan dua konsep panduan 

memperoleh kemudahan dalam menerapkan hukum ini yaitu rukhshah 

(keringanan/dispensasi) dan dharūrah (keterpaksaan).  

Menyedikitkan beban. Konsekuensi logis dari prinsip yang pertama, 

tidak menyulitkan adalah beban-beban hukum yang mesti dipikul oleh manusia 

juga tidak banyak. Hal ini didukung oleh kenyataan kuantitas ayat dengan tema 

hukum di dalam al-Qur’an. Ibnu Qayyim mencatat bahwa hanya ada 150 ayat 

dengan tema hukum. Menurut Ibnu ‘Arabi terdapat 864 ayat tentang hukum 

dalam al-Qur’an. Bila merujuk pada jumlah ayat al-Qur’an yang 6000-an ayat, 

jumlah ayat hukum ini pun relatif masih sedikit. Fakta yang memberikan 

pernyataan bahwa beban hukum yang dibebankan Allah pada manusia sangat 

sedikit. 

Bertahap dalam menetapkan hukum (al-Tadarruj fi al-Tasyri’). Proses 

pembinaan hukum di awal Islam melalui tahapan-tahapan atau berangsur-

angsur, seperti kewajiban shalat, pengharaman riba, dan khamar. Pola ini sejalan 

dengan tabiat manusia secara pribadi maupun masyarakat, terutama dalam 
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perkara-perkara yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat. Agama Islam 

hadir di tengah-tengah komunitas yang sekian lama larut dengan tradisi-

tradisinya sehingga penetapan hukum yang bersifat kritik terhadap praktik yang 

ada membutuhkan tahapan-tahapan untuk sampai pada hukum yang final.  

Memperhatikan kemaslahatan manusia. Prinsip ini menggambarkan ayat-

ayat al-Qur’an yang menyangkut penetapan hukum tidak pernah meninggalkan 

masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan 

bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok yaitu, 

hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum itu, 

ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan 

menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya, serta ditetapkan menurut 

kadar kebutuhan masyarakat. 

Mewujudkan Keadilan yang merata. Prinsip keadilan adalah ajaran 

terpenting dalam syariat Islam. Dengan keadilan maka ketentraman tercipta, 

keamanan terwujud, harmonis dan kuatnya hubungan antar sesama, besarnya 

kepercayaan rakyat kepada penguasa, tumbuhnya ekonomi, bertambahnya 

kemakmuran, jauh dari kekacauan, semua orang akan maksimal melakukan 

aktifitas dan produktifitasnya (Yudesman, 2024: 6-11). 

2. Qawā‘id al-Aḥkām dan Pengembangan Kaidah Fiqh 

Qawā‘id al-Aḥkām hadir sebagai bentuk ijtihad ulama dalam rangka 

memberikan berbagai manfaat bagi umat menjalankan kehidupan sehari-sehari 

sesuai dengan prinsip syariat. Manfaat itu seperti, menyederhanakan hukum, 

mempermudah istinbath hukum, membantu menyelesaikan permasalahan baru, 

menjaga keadilan dan keseimbangan, serta menjadi dasar fatwa (Alfian & 

Ardian, 2019: 14). 

a Al-Qur’an 

Dalam surah al-Hajj/22:78 Allah swt berfirman: 

َفِيَو
ْ
هِدُوا قَََللَِّٱَ ج َٰ ۚۦَح  ادِهِ مۡٱَهُوَ َجِه 

ُ
ىَٰك ب  اَجۡت  م  ََو 

 
ل ع  مَۡج 

ُ
يكۡ

 
ل ينَِٱَفِيَع  ََۚمِنَۡلد ِ ر ج  َح 

ةَ 
َ
ل مَۡم ِ

ُ
بِيك

 
هِيم ََۚأ مََُهُوَ َإِبرۡ َٰ

ُ
مَىَٰك ََمِنَلمُۡسلِۡمِين َٱَس 

ُ
بلۡ فِيَق  اَو  ذ  ََه َٰ ون 

ُ
ك َٱَلِي 

ُ
َلرَسُول
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هِيدًا مَۡش 
ُ
يكۡ

 
ل ََع 

ْ
ونُوا

ُ
ك ت  اءَٓ َو  د  ىَشُه 

 
ل ََلنَاسَِۚٱَع 

ْ
قِيمُوا

 
أ ةَ ٱَف  وَٰ

 
ََلصَل

ْ
اتُوا ء  ةَ ٱَو  وَٰ

 
َلزَك

َٱوَ 
ْ
صِمُوا ىَََٰهُوَ َللَِّٱبََِعۡت 

 
وۡل مَۡ م 

ُ
نِعمَۡ َك ىََٰٱَف 

 
وۡل نِعمَۡ َلمۡ    َلنَصِيرَُٱَو 

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak 

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) 

agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu 

sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam 

(Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan 

supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu 

pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik 

Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 

 

Kemudian dalam Q.S. Al-Baqarah/2:185 dikatakan: 

َ ضَان  م  هرَُۡر  ذِيَٓٱش 
َ
ََل

 
نزِل

ُ
انَُٱَفِيهََِأ ََِىهُدَلقُۡرءۡ 

 
تَلنَاسَِل ن َٰ ِ

ي  ب  ََو  ن  َٱَم ِ ىَٰ انَِۚٱوَ َلهُۡد  َلفُۡرقۡ 

ن م  هِدَ َف  مََُش 
ُ
صُمۡهَُ َلشَهرَۡ ٱَمِنك لۡي  نَف  م  ََو  ان 

 
رِيضًاَك وَۡم 

 
ىَََٰأ

 
ل رَع  ف  عِدَةَس  نَۡف  يَامَ َم ِ

 
َأ

ر َ  خ 
ُ
مََُللَُّٱَيُرِيدََُأ

ُ
اَليُۡسرۡ َٱَبِك

 
ل مََُيُرِيدََُو 

ُ
ََلعُۡسرۡ َٱَبِك

ْ
وا
ُ
لِتُكمِۡل ََلعِۡدَةَ ٱَو 

ْ
رُوا ِ

ب 
 
لِتُك ىَََٰللَّ ٱَو 

 
ل َع 

ا مَۡم 
ُ
ك ىَٰ د  مَۡه 

ُ
ك
َ
ل ع 
 
ل ََو  رُون 

ُ
 ََت شكۡ

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 

tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 

itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 

supaya kamu bersyukur. 

 

Berdasarkan firman Allah di atas, para ulama memahami bahwa 

sesungguhnya Allah mensyariatkan Islam pada Nabi Muhammad saw beserta 

umatnya adalah ajaran yang fleksibel dan tidak akan membebani di luar 

potensi kemampuan yang dimiliki, sehingga lahirlah kaidah: المشقة تجلب التيسير 

atau “kesukaran itu dapat menarik kemudahan”. Selanjutnya dalam firman 

Allah swt pada surah al-An’am: 119: 
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َو
ْ
وا
ُ
ل
ُ
أۡك َت  ا

َ
ل
 
َأ مۡ

ُ
ك
 
َل ا ََ م  َذكُِر  ا يۡهََِللَِّٱَسمَُۡٱمَِِ

 
ل دَۡع  ق  ََو 

 
صَل مَف 

ُ
ك
 
رَمَ َمَاَل مَۡح 

ُ
يكۡ

 
ل اَع 

َ
اَإِل َم 

يۡهَِ َضطُۡرِرۡتُمۡٱ
 
إِنَََإِل ثِيرَ َو 

 
ََاك ون 

ُّ
يُضِل

َ
ائِٓهِمَل هوۡ 

 
يرََِۡبِأ ََإِنَََعِلمۡ ََۚبِغ  بَك  مََُهُوَ َر 

 
علۡ
 
َأ

َٱبَِ دِين     لمُۡعۡت 
Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) 

yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal 

sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang 

diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang melampaui batas. 

 

Ayat ini mengandung penjelasan sangat jelas bahwa kondisi terpaksa 

yang dihadapi seseorang memberikan kebolehan untuk mengkonsumsi 

sesuatu yang diharamkan oleh agama selama tidak berlebihan. Kemudian 

ulama memahaminya sebagai dasar kaidah: الضرورات تبيح المحظورات atau 

“keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”. 

b Hadis 

Pengambilan kaidah berpijak pada hadis, sebagaimana hadis berikut. 

 

 

 

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az 

Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang 

berkata: bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id 

Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad 

bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin 

Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al 

Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua perbuatan 

tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang 

(tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya 

karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang 

perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada 

apa dia diniatkan (Shahih Bukhari). 
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Atas dasar hadis ini, disusunlah kaidah: الامور بمقاصدها atau “segala 

sesuatu bergantung maksud mengerjakannya”. 

Kemudian hadis Nabi: 

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An 

Numairi Abu Al Mughallis berkata: telah menceritakan kepada kami 

Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami 

Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq 

bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata: 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak 

boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." 

(Sunan Ibnu Majah) 

 

Atas hadis ini, lahirlah kaidah yaitu: لاضررولاضرار atau 

“kemudharatan itu harus dihilangkan” (Nasrullah, 2023: 169). 

Salah satu hasil pengembangan kaidah fiqh lainnya adalah peranan 

adat sebagai sumber hukum. Di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan secara 

eksplisit tentang adat tetapi dipersamakan dengan makna ‘urf atau baik, hal 

ini karena adat yang menjadi hukum mengandung hal baik untuk masyarakat, 

sebagaimana dalam Q.S. al-A’raf/7:199, Q.S. al-Baqarah/2:233, Q.S. an-

Nisa/4:25. 

Kaidah fiqh “al-‘Adatu Muhakkamah” atau adat kebiasaan bisa 

menjadi patokan hukum menunjukkan bahwa Islam itu adaptif terhadap 

kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan sumber hukum (dalil syar’i) 

serta tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai pelengkap dan penjelas bagi 

sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan hadis. Syarat adat diterima sebagai 

hukum Islam bila tidak bertentangan dengan syariat, berlaku secara umum 

dan terus menerus, tidak ada ketentuan jelas dalam syariat serta tidak 

menghilangkan kemaslahatan atau menimbulkan kerusakan (Rauf, 2013: 24). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Qawā‘id al-

Aḥkām merupakan hasil interpretasi nash al-Qur‘an dan hadis yang kemudian 

melahirkan kaidah hukum Islam meliputi, “Kesukaran itu dapat menarik 

kemudahan”, “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”, “Segala 
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sesuatu bergantung kepada maksud mengerjakannya”, “Kemudharatan itu 

harus dihilangkan”, “Adat dapat menjadi hukum”. 

3. Implementasi Qawā‘id al-Aḥkām Pada Masalah Kontemporer  

Qawā‘id al-Aḥkām dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan 

masalah-masalah kontemporer sebagaimana diuraikan sebagai berikut.  

a. Kaidah “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.  

Perihal implementasi kebijakan hukum selama Pandemi Covid-19. 

Pandemi Covid-19 adalah contoh nyata kondisi "kesukaran luar biasa" yang 

memaksa pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk 

menerapkan kemudahan atau pengecualian hukum. Misalnya, prosedur 

pemakaman jenazah secara normal, bahwa jenazah muslim wajib dimandikan 

dan dishalatkan secara langsung. Namun, karena risiko penularan virus, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan 

jenazah Covid-19 disucikan (dimandikan atau ditayamumkan) sesuai protokol 

kesehatan yang meminimalisir kontak, bahkan jika harus dibungkus plastik 

dan dishalatkan dari jarak jauh. Pada kondisi lain, terjadi perubahan proses 

persidangan yang biasanya wajib dilakukan secara tatap muka di pengadilan 

berubah menjadi daring (online) untuk memastikan proses hukum tetap 

berjalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan Silfiah, 2020: 76). 

Perkara ekonomi kontemporer, muncul kesulitan baru terkait transaksi 

yang tidak terbayangkan di masa lalu. Misalnya, perihal mata uang kripto dan 

aset digital, bahwa hukum konvensional menghadapi kesulitan dalam 

mengatur aset digital seperti cryptocurrency. Otoritas jasa keuangan dan bank 

sentral (seperti Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi yang fleksibel, 

mengakui aset digital sebagai komoditas atau aset investasi, bukan mata uang 

resmi, untuk menjembatani kesulitan regulasi sambil tetap melindungi 

investor dan mencegah pencucian uang.  

Hukum perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimal 

untuk menikah (sesuai regulasi hukum berusia 19 tahun). Namun, Pengadilan 

dapat memberikan dispensasi kawin jika ada "alasan mendesak" atau 

"kesukaran luar biasa" yang jika tidak dilaksanakan pernikahan akan 

menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Semisal adanya kehamilan yang 

tidak diinginkan pada pasangan yang berusia di bawah umur. Untuk 
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menghindari aib dan memberikan status hukum yang jelas pada anak yang 

akan lahir serta menciptakan kemaslahatan keluarga, pengadilan dapat 

memberikan dispensasi untuk menikah (Putra, 2022: 7). 

b. Kaidah  “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”               

Perawatan medis terlarang untuk kesuburan. Meskipun ini adalah 

masalah kontemporer, kaidah darurat dapat digunakan seperti, penggunaan 

obat atau prosedur haram (misalnya, yang mengandung babi) untuk 

pengobatan infertilitas. Jika satu-satunya cara untuk mengatasi kemandulan 

dan memiliki keturunan (yang merupakan salah satu tujuan pernikahan) 

adalah melalui pengobatan yang menggunakan bahan yang secara umum 

haram, dan tidak ada alternatif halal yang tersedia, maka dalam kondisi 

darurat tersebut, penggunaannya bisa dibolehkan setelah dikonsultasikan 

dengan ahli medis dan ulama yang terpercaya. Penting untuk diingat bahwa 

penerapan kaidah darurat memiliki batasan yang ketat, yaitu hanya boleh 

dilakukan sejauh yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya (sesuai 

kadarnya) dan setelah semua pilihan halal telah diupayakan (Sugianto, 2020: 

78). 

c. Kaidah “Segala sesuatu bergantung kepada maksud mengerjakannya” 

Niat dalam perceraian (talak). Status jatuh atau tidaknya talak sangat 

bergantung pada niat suami saat mengucapkan kata-kata yang berpotensi 

cerai. Istilah talak meliputi, (a) talak sharih (jelas). Jika suami mengucapkan 

kata-kata talak yang jelas maknanya (misalnya, "Aku ceraikan kamu"), maka 

talak jatuh meskipun ia mengaku tidak berniat cerai. (b) 

talak kinayah (samar/sindiran). Jika suami menggunakan kata-kata sindiran 

(misalnya, "Pulanglah ke rumah orang tuamu," atau "Mulai sekarang kamu 

bebas"), maka status talak bergantung pada niatnya. Bila niatnya adalah talak, 

maka jatuh talak, namun jika niatnya hanya untuk mengusir atau 

mengungkapkan kekesalan sesaat tanpa maksud cerai, maka talak tidak jatuh 

(Noor & Sulaeman, 2023: 3). 

d. Kaidah “Kemudharatan itu harus dihilangkan” 

Masalah kontemporer terbesar yang mengancam eksistensi manusia 

adalah krisis iklim. Kaidah fikih ini memberikan landasan etis dan hukum 

yang kuat untuk tindakan konservasi dan kebijakan lingkungan yang 
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ketat. Bahwa persoalan aktivitas industri yang massif menyebabkan polusi, 

kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim ekstrim (bencana alam, 

kelangkaan air bersih, penurunan kualitas kesehatan). Semua ini 

menimbulkan kemudaratan yang nyata dan meluas (dharar 'amm) bagi 

seluruh umat manusia. Olehnya itu, penerapan kaidah ini mewajibkan 

individu, perusahaan, dan pemerintah di negara-negara mayoritas muslim 

untuk mengambil tindakan nyata. Kerusakan lingkungan harus dihilangkan 

atau diminimalkan. Ini mendasari fatwa-fatwa tentang pengelolaan sampah, 

pertambangan berkelanjutan, dan energi terbarukan Zarary, 2025). 

e. Kaidah “Adat dapat menjadi hukum” 

Prinsip "Siri' Na Pacce" sebagai pegangan hukum adat Suku Bugis-

Makassar merupakan filosofi hidup dan sistem nilai budaya yang mencakup 

aspek martabat, harga diri, dan solidaritas sosial. Meskipun lebih bersifat 

etika, nilai-nilai ini mendasari banyak keputusan hukum adat dalam 

penyelesaian sengketa, di mana pelanggaran terhadap "siri" seseorang atau 

keluarga dapat memicu konsekuensi hukum adat yang serius. Nilai-nilai ini 

juga dipertimbangkan dalam interaksi sosial dan penyelesaian masalah di 

masyarakat. Misal pada kasus silariang atau kawin lari, secara adat dianggap 

sebagai perbuatan yang sangat memalukan dan melanggar aturan perkawinan 

yang berlaku di masyarakat Bugis-Makassar. Kebiasaan ini memiliki sanksi 

adat yang tegas, yang bisa berupa denda materi (misalnya, pembayaran 

sejumlah uang atau ternak), pengucilan sosial, hingga dalam kasus ekstrem, 

penyelesaian konflik secara fisik di masa lalu. Hal ini sejalan dengan hukum 

Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa 

perkawinan harus dilakukan sesuai prinsip syariat dan adat berlaku (Anjana et 

al., 2025:205). 

 

D. Kesimpulan 

Qawā‘id al-Aḥkām  lahir dari interpretasi nash al-Qur’an dan hadis yang 

membentuk kaidah hukum meliputi “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”; 

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”; “Segala sesuatu bergantung 

kepada maksud mengerjakannya”; “Kemudharatan itu harus dihilangkan”, dan 

“Adat dapat menjadi hukum”. Bahwa berdasarkan implementasi pada permasalahan 
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hukum Islam, Qawā‘id al-Aḥkām memudahkan dalam memperoleh ketetapan 

hukum atas isu-isu kontemporer. Dalam rangka pengembangan materi, saran 

rekomendasi penelitian terkait Qawā‘id al-Aḥkām dapat dilanjutkan studi kasus 

penerapan kaidah pada studi komparatif lintas mazhab serta sistem hukum positif. 

Melalui arah penelitian lanjutan ini, Qawā‘id al-Aḥkām akan terus membuktikan 

perannya sebagai fondasi yang kuat, adaptif, dan responsif dalam membentuk 

hukum Islam yang relevan bagi umat di abad ke-21. 
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